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Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4846); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang­ 

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Menjadi Undang­ Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
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  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terkahir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 

PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat 

bagi Instansi pemerintah; 

  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 

tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 
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Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PEMBERIAN 

PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA TIM HELPDSEK 

PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI 

KESATU : Menetapkan pemberian penghargaan dan sanksi kepada 

Petugas Pelayanan Publik di lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri. 

KEDUA : Menetapkan Susunan dan Personalia Tim Penilai 

Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  

KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

merupakan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri yang 

melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik. 

KEEMPAT : Penghargaan   bagi   petugas   pelayanan   publik 

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa: 

a. piagam penghargaan dan ditetapkan sebagai

Petugas Pelayanan Publik Terbaik;

b. penambahan nilai akhir tahun Sasaran Kerja

Pegawai (SKP) paling tinggi 1 (satu) tingkat pada

unsur Perilaku Kerja, sub unsur Orientasi

Pelayanan dan sub unsur Komitmen; dan

c. penambahan nilai pada Penilaian Kinerja

Tahunan bagi petugas yang berstatus Pegawai

Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil.

KELIMA : Unsur-unsur penilaian dalam pemberian penghargaan 

dan sanksi terhadap petugas sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU terdiri atas: 

a. penerapan kode etik Aparatur Sipil Negara dan

Standar Pelayanan;
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